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BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 2 2010

PERATURAN WAL

NOMOR HU%@)@

AN
Q
PERUBAHAN KETIGA %ATUK@ WALIKOTA SUKABUMI NOMOR

10 TAHUN 2006 TEN TAN| SATUAN BIAYA TUNJANGAN

KESEJAHTERAAN NUNJANG KEGIATAN DEWAN

g@ @LIKOTA SUKABUMI,
Men@

wa sesuai dengan Risalah Hasil Rapat Badan
Anggaran DPRD Kota Sukabumi tanggal 30 Desember

@ 2009 yang diantaranya menyatakan bahwa tunjangan
perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Sukabumi nilainya perlu diadakan penyesuaian serta

biaya perjalanan dinas DPRD Kota Sukabumi perlu
diadakan perubahan, maka Peraturan Walikota Sukabumi

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya
Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

Sebagaimana ................



Mengingat

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan
Biaya Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang
Kegiatan Dewan Perwakilan : Rakyat Daerah Kota

Sukabumi perlu diubah dan disegtaikan yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Sukabupyi;

1. Undang-Und or dhun 1950 tentang
Pembentuk Daer Kota Kecil dalam
Lingkungan si Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita a Republik Indonesia
tanggal ustu, sebagaimana telah diubah
dengan ng Nomor 13 Tahun 1954

n Undang-Undang Nomor 16

(Lembaran Negara Republik
sia 'l%n 1954 Nomor 40, Tambahan

baran @ara Republik Indonesia Nomor 551);

ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik
sia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

@. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
@ Perbendaharaan = Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan = Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomox 82X Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (kgmkayan Negara Republik
Indonesia Tahun X Nom 25, Tambahan
Lembaran Negar Qublik In a Nomor 4437)
sebagaimana 4tel§ tbera {» diubah terakhir
dengan Undlg rndang or 12 Tahun 2008

Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 E g Pemerintahan Daerah

(Lemb. gar lik Indonesia Tahun 2008
Nomo am embaran Negara Republik
Ind om 44);

Y

7@%}“%‘%—Uno% Nomor 33 Tahun 2004 tentang
ban euangan antara Pemerintah Pusat

@»: ntahan Daerah (Lembaran Negara
ndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

pu
@ Ta@ Lembaran Negara Republik Indonesia
I& 4438);

8) dang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis ~ Permusyawaratan ~ Rakyat, = Dewan
Q Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

0]

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik ..............



Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan KeuanganaPimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rak¥at Daerah (Lembaran
hun 2007 Nomor 47,

Negara Republik Indgnesia
Tambahan Lembarag para blik Indonesia
Nomor 4712); @

<

i Nomor 9 Tahun

dengan Peraturan Daerah Kota
Tahun 2007 tentang Perubahan

Ata\Reraturan Daerah Kota Sukabumi
Norhor

Tahun 2004 tentang Kedudukan

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

uang%@ impinan dan Anggota Dewan
erw Rakyat Daerah Kota Sukabumi
% (Le n Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007

12.

1.

bumi Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008
Nomor 2);

Memperhatikan ................




Memperhatikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor A3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan ngan Daerah;

Peraturan MenteriRalaly Neg omor 21 Tahun
2007  tent @gel Kan Kemampuan
Keuangan fah, ganggaran, dan
Pertangguhgjavidban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasi impinan DPRD serta
Tunjangan Komunikasi

eraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun

2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjangan
Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
(Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007
Nomor 12);

Risalah Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kota
Sukabumi tanggal 30 Desember 2009;

MEMUTUSKAN ......




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 10 TAHUN 2006 AJJENTANG STANDAR
SATUAN BIAYA TUNJANGA SEJAHTERAAN DAN
BELANJA PENUNJANG IATAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT ‘ K@ SUKABUMI.
Q
( ( D;asall

Beberapa ket uran Walikota Sukabumi
Nomor 10 0 ang Standar Satuan Biaya
Tunjanga @s ]ahte\@dan Belanja Penunjang Kegiatan
Dew Yerwakila yat Daerah Kota Sukabumi
seb. 3 telah%aerapakah diubah terakhir dengan

' Sukabumi Nomor 12 Tahun 2007
Kedua Atas Peraturan Walikota

Tl 0 Tahun 2006 tentang Standar Satuan
a T Kesejahteraan dan Belanja Penunjang
% giaty ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

e
Su (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007
No 2), dlubah sebagai berikut :

%

@ Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1

(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya
dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Dalam .............



(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat

)

menyediakan rumah jabatan beserta
perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kepada
yang  bersangkutan  diberikan  tunjangan
perumahan berupa uang sebagai berikut :

a. Ketua sebesar R 00.000,00 (enam juta

rupiah) per bulap;
b. Wakil Ketua sepésayr)Rp 5 00,00 (lima juta
lima ratus ripmxiRiah) pe g per bulan.
@ <

graan ke aan dinas jabatan
Pimpinan RPRD/terdiri>dari :

& BD;
@Pengacﬁ%ﬁy ban dan accu 1 (satu) kali setahun;
B ;

2.

Qo

(2)

ahan bakar minyak jenis pertamax

@ i@v ak 250 (dua ratus lima puluh) liter per

fzolf per orang yang dibuktikan dengan nota
% embelian (bon pertamax).

<e>@uan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4

nyi sebagai berikut :
Pasal 4

Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing
1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah dinas beserta
perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada
yang  bersangkutan  diberikan  tunjangan
perumahan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00
(lima juta rupiah) per orang per bulan.

3. Ketentuan ...............



3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Pimpinan dan Anggot D disediakan pakaian
dinas beserta atributpya ai berikut :

(PSediakan 2 (dua)

pasang _~d& 1 W) tahun sebesar
0,00 (sat rupiah);

Pakaian Sipil Re, SR) disediakan 1 (satu)

A58 (satu) tahun sebesar
satu juta dua ratus lima
iah);

@Pakaiaﬁ%ipﬂ Lengkap (PSL) disediakan 1
(sat sang dalam 5 (lima) tahun sebesar
@ 000,00 (dua juta rupiah);
@ d aian Dinas Harian (PDH) lengan panjang
% isediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)
% tahun sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima
@ puluh ribu rupiah).

(2) Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diproses melalui mekanisme

@ pengadaan barang dan jasa sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a,b dan c diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 ...........



Pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan

perjalanan dinas

dalam

rangka

kelancaran

pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD
diberi biaya perjalanan dinas yang meliputi uang

saku,
transportasi

transportasi
lokal,

1. Ke Kabupaten Cianjur

Sukabumi (Pelabuhanrat

Kab. Bandung Barat,
Cimabhi ............ @
3. Ke Kab/Kota

a upate@:medang,
rwakarta

ar P gwa Barat :
1. d@ jarak 0 s.d. 500 KM (termasuk DKI

Jak dan Provinsi Banten)

2. jarakdiatas500 KM ......................

d. Ke Luar Negeri :

1.  Pimpinan DPRD .........................
2. Anggota DPRD .......cccooviiiiiinnnen.

. dan Kabup @
2. Ke Kab/Kota Bogor, @ta * Rp

antar
ang makan,

Rp

u

dax
dibayarkan secara lumstsm

kota/provinsi,
yang

350.000,00/ HOK

400.000,00/ HOK

450.000,00/ HOK

525.000,00/ HOK

550.000,00/ HOK

550.000,00/ HOK
650.000,00/ HOK

90 US/HOK
70 US/HOK

(1a) Pimpinan ........
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(la) Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas

Q.

ke luar daerah selain diberikan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diberikan juga
biaya bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas
yang diatur oleh Pimpinan DPRD sesuai jarak tempuh
dan nota pembelian (bon bengj

Pimpinan dan Angg
perjalanan dinas ke luaf dagsah,’s diberikan biaya
perjalanan dinas seb i

a. ke a/Provinsi sebesar
Rp 25 ng;
b. non Jara/Provinsi  sebesar Rp

DPRD dan Panitia Khusus yang
unjungan Kerja selain Studi Banding
uan biaya Kunjungan Kerja yang

ng saku, transportasi lokal, dan uang

@mak g besarnya sesuai dengan ketentuan ayat
N7 o giavar )

igdp perjalanan dinas atau Kunjungan Kerja selain
Studi Banding ditentukan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 11

eraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
iundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada t%S Pebruari 2010
WA@TA S@BUML

i
© 9

@OK@LIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabu @
Pada tanggal 8 Pebru

SEKRETARIS DA OTA<§
SUKAB Q@



